BUPATI MAROS
PROVINS] SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR: 07 -towun 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 242 avat 1}
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniten:
Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Peraiuia
Daerah vang telah disetujui bersama oleh Dewen
Perwakilan Rakyat Daerah dan Kkepala Daeral
disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Kah.al
Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Mentem Dalam Negern
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusun s
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabiu

Anggaran 2021 oleh Pemerintah Daerah dijadihar
pedoman agar Anggaran Pendapatan dan Belans
Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertemange:
dengan kepentingan umum dan ketentuan pertatulal
perundang-undangan vang lebih tinggi

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagameiis
diinaksud dalam huruf a dan hurut b, perh
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggara
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara

2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentane
Pembentukan Daerah-daerah Tingka! Il dv Sulemes
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1ts9

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nommor 12 Tahun 1985 tentang Paer
Bum: dan Bangunan (Lembaran Negara Repubii-
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesu
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah denua

— , - -



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 temong
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 conun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ibembdr
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor /.
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indomesis
Nomor 3569}

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentanyg He
Peroiehan Halk Atas Tanah dan Bangunan (Lembssan
Negara Republik Indonesia Tahue 1997 dorver -+
Tambahan Lembaran Negara Repubiik imdotesi
Nomor 3688} sebagaimana telah dwbah dengon
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 rert.w
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tabhos
1997 tentang DBea Perolehan Hak Atas Tanab oo
Bangunan (Lembaran DNegara Repuilik Indevies:
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Neg:i:
Republik Iindonesia Nomor 3988}

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 e
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan biebas (oo
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Newger:
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tanmius an
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 355 &
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tesione
Kevangan Negara (Lembaran Negara  Repooobi
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamiwr .o
Lembaran Negara Republik indonesia Normor 4258000
Undang-Undang Nomor | Tahun 2004  enneog
Perbendaharaan MNegara {(Lembaran Negara Repu Lo
indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43551,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (oo
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangguig  Joooab
Keuangan Negara {lembaran Negara  Fepoihb
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,  Tarniui =
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo: -130kE
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terniai.
Sistem Perencanaan Pembangurin NS
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 104, Tambahan iLembaran Negara epoilis
fndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ienioo
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat oo
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Repaonn
Indonesia Tahun 2004 MNomor 1206 Tambnib.o
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomwos 45350
Undang-Undang Nomol' 28 Tahun 2004 tentang ©a e
Daerah dan Retribust Daerah (Lem baran  Nega
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor &

Toabivn St




12.

13.

14.

15.

16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoness
Normor 5049},

. Undang-Undang Nomor (2 Tahun 2011 fentans

Pembentukan Peraturan Perundang-andanga:
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 264!
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubih
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubal
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Womor .
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubii
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahbar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 remang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuohulb
Indonesia Tahun 2014 Nomer 244  Tamhabig
Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor 5580
sebagaimana telah diubah beberapa kali terak
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undsne
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara i<epunhi:
indonesia Nomor 5679j;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 0
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerabh L
Wakil Kepala Daerah { Lembaran Negara Repubil
indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambation
Lembaran Negara Republik Indonesia 40281
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tent-inn
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan  Umiao
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Nepara Repuoblil
indonesia Nomor 4502}, sebagaimana telah divbat
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun JUts
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nooo
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badarn
Layanan Umum  (Lembaran  Negara  Kepusise
indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambaban
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomaor 53<6)
Peraturan Pemeriniah Nomor S5 Tahun 2005 tentiw
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repuobhi
Indonesia Tahunn 2005 Nomor 137 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575
Peraturan Pemerintah Nomor 536 Tahur 2005 rerong
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negur:
Republik indontesia  Tahun 2045 Nomor 1%
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi-




17.

19,

21,

22,

Momor 4576), sebagaimana telah ditbah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentany
Perubahan Atas Peraturan Pemernntah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem [nformasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahon
2010 Nomor 10, Tambahan Lemharan Negurs
Republik Indonesia Nomor 3155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 temw
Pedoman Penyusunan dan Penerapan  Stancdss
Pelayanan  Minimal {Lembaran Negara Repub ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, ‘tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 458 .

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 teniurno

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerin sl

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repuinh
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tereury:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah [lacran kepad.
Pernerintah, Laporan heterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada ew.n
Perwakilan Rakyat Daerzh, dan Informasi Lapora:
Penyelenggaraan Pemerintah Daevah ey
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Ingermess
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negir
Republik Indonesia Nomor 4633);

. Peraturan Pemerintali Nomor 5 Tahun 2008 ferros

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Newa i
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4t /i
sebagaimana telah diubah beberapa kab terakhy
dengan Peraturan Peinerintabh Nomor @ Tahun 20~
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemisrin: s i
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuanpa
Kepada Partar Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahur 2010 tenians
Standar Akuntansi Pemerintahan (Leniharan Negasa
Republik  Imdonesia Tahun 2010  Nomor :
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indoves:-
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahur: 2071 1 tenians.
Pinjaman Daerah (Lembarar Negara Repubi
Indonesia Tahun 2011 Nomor 54, Tarmbatiars
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 14

23 Peraturan Pemerintah Nomnor 2 Tahun 2012 tewiang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesi.
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Neg o
Republik Indonesia Nomor 5272);




24.

25.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahur 2037 Lesians
Pembinaan dan  Pengawasan Penvelenggaras
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negura Fepublil
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintanh Nomor 18 Tahur 2017 LOrEary
Hak Keuangan dan Adminitratit P mpinAan el
Anggota Dewan Perwakilan Rakvar Daerah ey an
Negara Republik Indonesia Tahun 201/ e
106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi:
Nomor 6057);

. Peraturan Pemerintaii NoMpt 33 Tahur 2018 tenmy

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Cubernur Setrapa
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Repuibi,
Indonesia Tahun 2018 Nemor 109, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0224,
Peraturan Pemerintah Nomio! 12 Tahur 20iv tentany
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran New:
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarmbatar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah-
2006 tentang Pedoman Pengelolaan WEUANR it
Daerah, sebagaimana telah diubah Deberaps kel
terakhir dengan Peratufan Menteri Dalam Mgy
Nomor 21 Tahun 20711 tentang Perubahan kedus fioe
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '3 Tak -
2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daeran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Notvior 16 Tabom
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangs:
Peraturan daerah tentang Anggaran Pendaparan dan
Betanja Daerah dan Rancangan Peraturar: iNepsos
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapa® o
dan Belanja Daerah sebagaimana relahr  diisne
dengan Peraturan Menferi Dglam Negerm Ngmor o
Tahun 2011 tentarig Perubahan aas Peratuo
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 201 fentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraiuran Liaciah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanija Daenh
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersm.
Pertjabaran Anggaran Pendapatan dan Belama Deawersh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Ner o
525);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 12 Tan.

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah o
Bantuan Sosial yarg Bersumber Dari Anggers
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana ie.si
ditbah beberapa kali terakhir dengan Perairiw
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 teman.
Perubahan Kelima Atas Peraturan ivieriten Liaie
Negeri Nomor 32 Tabun 2011 tentany

el

-
Heciorizm




Memperhatikan:

32.

33.

34.

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersuniier
dari Anggaran Pendapatan dan Belanp Daerah iHe i
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5605

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tab g

2012 Tentang Pedoman Pengelolaan  invesias.
Pemerintah Daerah (Berita Negara Repuhlik indeoi s
Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteli Dalam Negeri Nomor 64 Tabu
2013 tenmtang  Penerapan  Standar  AkUoiie s,
Pemerintahan Berbasis Akrual pad: Pemennia
Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Norior 63 raf, .
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan ieuariga:
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungawaa,
Dana Operasioral (berita regara Repunlik indanew
Tahun 2017 NomoT 1067}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Taba:
2018 tentang Tata Cara PeNghitungan. Penganggar«:
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daeridd:
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penvaluran. .
Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bant i
Keuangan Partai Politik;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Gi Tab gy
2

2020  tentang Pedoman Penyusunan  Anggsorr
Pendapatan dan Belanja Daerah Talun Anggar:
2021,

Keputusan Gubernur Sulawesi  Selatan  Nooes
2832/Xil/Tahun 2020 Tangegal 28 [Desernber EAINEE
tentang Evaluasi Rancangan Peraiuran aersh
Kabupaten Maros Tentang Anggaran Pendapatan
Beianja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Metetapkan

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021,




BAEB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

1.
2.

Lo

5.

0.

11.

13.

i4.

&,

Daerah adalah Kabupaten Maros.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsar penvelerg g
pemerintah daerah vang memimpin pelaksanaan urusar pemerintan.
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bunati Maros.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disinglkar D2r
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros

Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daeraly Kabupaten hMaros.
Perangkat Daecrah Kabupaten Maros adalah unsur pembaniu Hipat
dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerntahar
vang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yvang selanjutnva disingkat PP
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah oo
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran FPendapatar
dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daevat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnva disingis
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemermtahan Daerab 2oz
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemermntahan Daerah dan 420
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rancangan kerja dan anggaran Perangkar daerah vang selenyguirs
disingkat REKA-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanasn oo
penganggaran vang berisi rencana pendapatan, rencana  Lelsros
program dan kegiatan perangkat daerah serta rencang pembia:sur
sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksansan Anggaran Perangkat Daerah vang selanjuiras
disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen vang memiai
pencdlapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebaga <asen
nelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pendapatan Asli Daerah vang selanjutnva disingkat PAID adalab
Pendapatan yang dipercieh daerah vang i pungui berdasarksn
peraturan perundang-undangan.

Dana perimbangan adalah merupakan dana yang berswmber oo
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikar iceparis
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam ramghka pelakszingan
desentralisasi.

Dana Alokasi umum vang selanjutnya disingkar DAU adalah seiurn i
dana  yang dialokasikan kepada setiap daerah IO
(propinsi/kabupateri/kota) di indonesia setiap tahunnyz sebagsi ol

pembangunan.
Dana Alokasi Khusus vang selanjutnya disingkat DAK adalabh aiokans
dari  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara et

(propinsi/ kabupaten/ kota tertentu dengan fjuan uriuk mendas o




kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dar
sesual dengan preritas Nasional.

15. Dana Desa adalah dana vang bersumber dari Anggaran Fendapata
dan Belanja Negara vang diperuntukan bagi Desa vang ditraviste
melalul Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kabupaten /o
dan digupnakan untuk membiayai penyelenggaraan pemeria iy
pelaksanaan  Pembangunan, pembiNaan  kemasyarakatan  day
pemberdayaan masyarakat.

16. SBelisth lebih Penggunaan Anggaran yang selanjutnva sdisebut Sipa
{dengan huruf i kecil}] adalah sisa Lebih Perhitungan Anggaran. v
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran seisw
satu periode anggaran.

BAB I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH TAHUN 2021

Pasal2

APBD Tahun Anggaran 2021 terdin atas
a. anggara® pendapatan daerah; dan
b. peribiavaan daerah,

Pasal3

Besaran Rancapgan APBD Tahun Anggaran 2021 direncaakai: seboor
Rp.1.472.187.141.284,060 dengan rincian sebagai berikut :

a. PAD;

b. pendapatan transfer; dan

€. lain-iam pendapatan daerah vang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pPAD sebagaimana diraksud dalam Pasul 3 haru
direncanakan sebesar Rp. 304.837.004.77%. 00. vang terdin: atas
a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;
¢. hasil pengelolaan kekavaan daerah yvang di pisahkan: dan
d. lam-lain PAD yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1} hurg -
direncanakan sebesar Rp. 166.280.000.000.00 (Seratus Erane pulus
Enam Miyar Dua Roius Delapan Puluh Juta Rupicih ).

(3] Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayar (1l hurus oo
direncanakan Rp 71.512.0060.000.00 (fujuh Puluh Saw Mityaw  Lme
Ratus Dua Belas Juta Rupiah).

{4) Hasil Pengelolaa” Kekayaan daerah vang dipwsahkar sebagaiimn
dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ di  rencanskan  sebeso
Rp-11.911.500.818,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sebheles i
Luna Ratus Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah,).




(1)

(3)

(%)

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada avat (1} hurut «
di rencanakan sebesar Rp. 55133.503.960 {Lima Pulua Lina Milyor
Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu  Sembilan R
FEnam Puluh Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 burui b
direncanakan sebesar Rp1.119.357.429.000.00 (Satu Iriyur: Sercics
Sembilan Belas Miyar Tiga Ratus Lima Puluh Tuph Juia Empal R
Dreer Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Yang terdiri atas

a. pendapatan transfer pemerintah pusat, dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transier pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pacis
avat {1} huruf a direncanakan sebesar Rp.1.055.252.976.000 00 /5qt 1
Trilyun Lima Puluh Lima Miyar Dua Ratus Lima Prduh Do ato
Sembilan Ratus Tujuh Pubih Enam Ribu Rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pads =00
{1} huruf b direncanakan sebesar Rp.64.104.453.000.00 sEnes
Puiih Empat Milyar Seratus Empat Juta Empat Ratus Lima Pubad: Doe
Ribu Rupiah).

Pasal 6

Laim-lam pendapatan daerah vang sah sebagaimana dimaksud deday

Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.47.992.707 506,00- i

Puluh Tupih Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tt

Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Eram Rupiahj, vang terdiri atas:

a.  pendapatan hibah;

h. dana darurat; dan

¢ lain-lain  pendapatan sesuai dengan ketentuan peratio
perundang-undangan.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada avar (1} noiruod

direncanakan sebesar Rp. 47.992.707.506,00- (Empat Puinh e

Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tupw Ratus T

Ribw Lima Ratus Enam Rupiah)

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada avat {1} rwd

direncanakan sebesar Rp.- {

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuanr peraturan perundig

undangan sebagaimana dimakasud pada ayat {1} burut

direncanakan sebesar Rp.- ( -

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebess:
Rp.1.475.187.141.284,00, vang texdiri dari atas:

a.
h.
C.

belanja operasi;
bhelanja modal,
belanja tidak terduga; dan




(2)

belanja transfer.
Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalar Pasal 7 hovs
a divencanakan sebesar Rp. 916.125587 838,00 (Sembilan  Pane
Enam Belas Milyar Seratus Dua Pulub Lima A~da Lima Rotus Delapeor
Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delaparn Rupiahi, ary
terdiri atas:

a. belanja pegawai

b. belanja barang dan jasa; dan

c. belanja hibah

Belenja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (!} hurel o
direncanakan sebesar Rp. ©002.915699.956,00 (Enam Ruius e
Miiyar Sembilan Rafus Lima Belas Juta Enam Ratus Semibiiarn Pl
Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupah)

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1) huru! o
direncanakan sebesar Rp. 309.022.4006.867,00 (Tga Fatus Seminion
Miiycr Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Ribu Deiapare Batus
tram Puluh Tujuh Rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada avat {1} hune
direncanakan sebesar Rp. 4 187.481.015,00 (Empat Alilyar Serdane
Delapar: puluh Tujsh Juln Empat Katus Pelapan Pulub Sate e Lo
Belas Rupiah).

Fagal?

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 haro!
b direncanakan sebesar Rp. 389.168.764.246,00,-(Trga Ratus Deiwpi
Puluih Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juwo Tupd i<ain
Enain Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Pubih Enam Rugrahi sang
terdiri atas;
a. belanja modal tanah;
. belanja modal peralatan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;
. belanja modaljalan, jaringan dan irigasi; dan
. belanja modal aset tetap lainnya.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada avat (i1 hurab o
dirercanakan sebesar Rp. 5.417.584.360,00.(Lima Milya Empar Rat -
Tujh Belas Jute Lima Ratus Delupan Puluht Empat R Dge Ko
Enam Puluh Rupiah)
Belania modal peralaran dan mesin sebagaimana dimaksud pada oo
{1} huruf b direncanakan sebesar Rp.53.894.621.194,00 {Luna i
Tiga Milyar Delapan Ratus Sembiian Puluh Empat Juta Evarm Nl S
Pulun Satu Ribu Seratus Sembilan Pulith Empal Rupiahj

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksuc pade
ayat (1} huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.93. 7142507 08200
(Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluft Dug St Larrg Foru
Enam Pulih Tujuh Ribu Enam Retus Sembilary Puluh Dua Ruepmer tif

rba_,.ocr




(5] Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud padsa
ayat {11 hurut d direncanakan sebesar Rp.229 942191000 {Dua Rais
Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Rolus Empal Pulus Dua e
Seraius Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

{6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagamana dimaksud pada avey
huruf e direncanakan sebesar Rp.6.771.800.000 (Enam Milyor Duadch
Rotus Tujuh Puluh Satu Jula Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasa
hurut © direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima i
Jula Rupiah), vang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 nuores
d direncanakan sebesar Rp.167.392.789.200,00 (Seraius Enam Puiu’
Twuh Miyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Katus Delepr
Pulun Sembilan Juta Dua Ratus Rupiah) adalah Belanja banius
kenangan.

{(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padar ava: )
direncanakan sebesar Rp.lG7.392.789.200.00 (Seratus Enom Pulul
Tupih Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Jute Tujuh Ratus Delage
Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Rupiah)

Pasal 12

Anggaran Pembiavaan Daerah tahun anggaran 2021 direncanab.an
sebesar Rp.3.000.000.000,00 {Tiga Miyar Rupiah) Yang terciri atas

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

{1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud deden:
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000 09
(Sepudih Milyar Rupiah) adalah Sisa lebih perhitungan anggarar taho
anggaran sebelumnva.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran  sebelin o
sehagaimana dimaksud pada ayat (1} direncanakan sebouw
Rp. 10.000.000.000,00 [Sepuiuk Miyar Rupiah).

Pasal 14
{1} Anggaran pengeluaran pembayaan sebagaimana dimaksud del-rm

Pasal 12 hurut b direncanakan sebesar Rp. 7.000.000000 00 ¢ 5 n
Milyar Rupiah) adalah Penyertaan modal daerah.




{1)

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada avat 1) huruf
b direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (Fjuh Milyar Rupnak

Pasal 15

Selisth antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran beian:
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/{detisit) SCECse
Rp.3.000.000.000,00 (Tige Milyar Rupich)

Pembiavaan neto vang merupakan selisih penerimaan pembias aab
direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 Tiga Milyar Rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak., Pernervirusi

Daerahh dapat melakukan pengeluaran vang betum  ersed

anggararnya dan/atau pengeluaran melebihi pagu vang ditetapta

dalam Peraturan Daerah i, vang selanjutnva dimasukkan daizns

perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Keadaan darurat dilakukan sebagaimana dimaksud pada avar -

meliputt

a. bencana alam, bencanza non alam, bencana sosial dan/at.ou
kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atav

c. kerusakan sarana / prasarana yang dapat menggariggl Kegiatar
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1] melipun

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masvarakas vz
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalary

b. belanja daerah vang bersifat mengikat dan belanja vang bewals
wa jiby

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintan dacis!
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta ameanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda gk
menimbulkan kerugian vang lebih besar bagl pemerintah daevad
dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebihh lanjut APBID sebagaimana dimaksud daam Pasa
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpsabia
dari Peraturan Daerah ini terdir atas :

&

1.

C.

Lammran | Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut abe o
kelompok, jenis, objek dan nnean ofne
pendapatan, belanja dan pembiavaan:

Lamppiran {1 Ringkasan APBI} vang Diklasifikiliasi #enuru
urusan Pemerintahan Dacrah dan Organisas.

Lampiran I Rincian APBLD  Menurut urusan Pemermtaliae,

daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Kegio




o

[

1.

Lo

u.

W,

Lampiran
Lampiran
Lampiran
L.ampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran

Lamipiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

VI

VI

X

X1
XH

Xin

XV

XV

XVH

XVl

XX

XX

XX

XXHI

Sub Kegiatan, kelompok, Jenis, Objek, dan rincizn
Objek FPendapatan, belanja, dan Pembiavaan
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Permermiiaiiar
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta ilusi)
dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Uintuk Keselarasan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan turngs
dalam Kerangka Pengelolaan Keauangz i Negara
Rekanttulasi Belan ja Untuk Pemenuhar SPiv.

Sinkronisasi  Programm pada RPJMD  dengan
Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub hegaran

pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APRB):

Sinkronisast Program Pricritas Nasional dengas
Program Prioritas Daerah

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Fer
Jabatan;

Daftar Puutang Daeraly

Penyertaan modal Daerah dan I[nvestas: Dacvah
Lainnva;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan e
Tetap Daerah Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tabhun Anggarar Sebeiunin.
Yang Belum Diselesaikan dan Dianggsrkan hembial
Dalam Tahun Anggeran Yang Direncanakan

Daftar Dana Cadangan ;

Daftar Pinjaman Daerah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima. o
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima. Alamat Peneritne o
Besaran Bantuan Sosial

Dattar Nama Penermma, Alamart Penenma aoan

Besaran Bantuan Keuangan bersifal wnum oo
bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, dan Besaran belamns
hasil;

Rincian Dana Otononu
Pernerintahan Daerah, Urganisas:
Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dar pembiavae::

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minvak Buim oo
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH i o
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemermiabion
Daerah, Organisasi, Program, Kegiaian
Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Cbjek.
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiavaan.
Rincian Dana Tambahan Infrastrukiur

Urusan Pemerimntahan Daerah, Organisasr, Progian

Frede

Khusus Merniurur  Urosess
Praogran

NIEIHEES

=~

Kyciom
Wierriay

LTIRTEN

Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelcmpok




Objek, dan Rincian Objek Pendapatan. Belama das
Pembiavaan; dan

x. Lampiran XXIV Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah habupaic
Maros, dengan Program Prioritas Perbatasan Negar

Pasal 18
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggarat
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sebagai landasai

operasional pelaksanaan APBD.

BAB I11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan  pengundangu

peraturan Bupati dengan penempatannva dalam Lembaran Daersl
Kabu paten Maros.

Ditetapkan di Maros
la tanggal , 39 pesemBeEn 2020

Diundangkan dit Maros
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

w st

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWES]I SELATAN: BH.K.007.170.20




